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Ikhtisar Pembangunan Jalan Tol Indonesia

Tantangan Jalan Nasional VS Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Dalam upaya pengembangan wilayah dan untuk peningkatan ekonomi, pembangunan jalan

menjadi hal yang utama, dalam hal ini salah satunya adalah jalan tol. Demi pemenuhan infrastruktur

jalan tol tersebut Pemerintah terus melakukan berbagai upaya percepatan untuk penyediaan

infrastruktur jalan. Namun dengan adanya keterbatasan dana Pemerintah untuk pemenuhan

tersebut, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menarik dan melibatkan pihak swasta

berinvestasi di sektor jalan tol. Diharapkan dengan adanya kerja sama dengan pihak swasta,

percepatan pemenuhan insfrastruktur khususnya jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

dapat terpenuhi. Kesempatan pihak swasta untuk berinvestasi pada Jalan Tol masih sangat besar.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat

ini berencana untuk membangun lebih dari

6.000 km jalan tol sampai dengan tahun

2025, untuk tahun 2015 – 2019 ditargetkan

jalan tol terbangun dan beroperasi adalah

sepanjang 1.852 km, dimana sejak awal

terbangun dan beroperasinya jalan tol pada

tahun 1978 sampai dengan tahun 2015

adalah sepanjang 912 km, pada tahun 2016

beroperasi sepanjang 44 km, pada tahun

2017 beroperasi sepanjang 156 km, dan

sampai dengan bulan Juli 2018 beroperasi

sepanjang 111 km, sehingga secara

keseluruhan jalan tol yang terbangun dan

beroperasi sampai dengan Juli 2018 adalah sepanjang 1.238 km. Pemerintah membuat kebijakan

untuk mendorong pihak swasta berinvestasi pada jalan tol dengan kebijakan yang dikeluarkan

diantaranya terkait dengan pengadaan lahan, dukungan konstruksi seperti Viability Gap Fund

(VGF) dan pemberian jaminan yang diharapkan menjadi daya tarik bagi pihak swasta untuk

berinvestasi. Disisi lain, tidak sebandingnya pembangunan jalan dengan kepemilikan kendaraan

menyebabkan kondisi jalan tidak cukup mampu untuk menampung peningkatan jumlah kendaraan

tersebut, khususnya untuk di kota metropolitan dan kota besar lainnya, sehingga kemacetan pun

terjadi dan berdampak pada terhambatnya kelancaran arus logistik barang dan jasa.

Figure 1
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Tantangan Jalan Nasional Indonesia

Figure 2 dan 3 menunjukkan kajian yang di lakukan oleh Indonesia Infrastructure Initiative (INDII)

tahun 2015, hasil dari kajian tersebut memproyeksikan jika tidak ada pembangunan ruas jalan baru

menyebabkan pada tahun 2035 ruas jalan di Pulau Jawa diindikasikan hampir/telah melebihi

kapasitas dari jumlah kendaraan pada tahun tersebut. Hal serupa juga terjadi untuk ruas jalan tol

yang sebarannya lebih banyak di Pulau Jawa. Jika tidak ada penambahan atau pembangunan ruas

jalan tol baru, maka ruas jalan tol yang sudah terbangun dan beroperasi diindikasikan hampir/telah

melebihi kapasitas dari jumlah kendaraan pada tahun tersebut. Dengan adanya penambahan atau

pembangunan jalan tol hingga saat ini (2015), dipulau Jawa sampai dengan Jawa Timur pada

tahun 2035 diindikasikan ruas jalan tol yang ada hampir/telah melebihi kapasitas dari jumlah

kendaraan pada tahun tersebut.
Figure 4 menunjukkan dengan adanya

penambahan pembangunan ruas jalan tol dan

dengan rencana penambahannya, pada tahun

2035 terlihat perbedaan yang signifikan untuk

keseluruhan Pulau Jawa, walaupun untuk

Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta

mengindikasikan hampir/telah melebihi

kapasitas dari jumlah kendaraan. Dengan

adanya rencana penambahan pada ruas jalan

tol, dari kajian tersebut menunjukkan

perbedaan yang signifikan, secara keseluruhan

Pulau Jawa ruas jalan diindikasikan masih

mampu untuk menampung jumlah kendaraan

pada tahun tersebut. Hasil kajian tersebut

sejalan dengan program percepatan pembangunan infrastruktur sektor jalan tol yang sedang di

lakukan dan diupayakan oleh Pemerintah. Potensi untuk berinvestasi di sektor jalan tol masih

sangat besar, dimana masih terdapat Gap yang cukup tinggi antara rencana jangka panjang

Pemerintah sampai dengan tahun 2025 yaitu 6.000 km dengan capaian hingga tahun 2018 yaitu

1.238 km. Hal tersebut dapat di lakukan dengan penerapan, Skema Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU). Untuk mengatasi gap yang masih tinggi tersebut Pemerintah

memperkenalkan skema KPBU yang diharapkan terjadi kolaborasi antara Pemerintah dan pihak

swasta melalui skema tersebut sehingga dapat mengasilkan jasa publik yang lebih baik.

, 2015

, 2015 Figure 2 , 2015 Figure 3

Figure 4
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Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kajian terkait tantangan Jalan Nasional

di Indonesia tentang tidak sebandingnya

ruas jalan dengan jumlah kendaraan,

diperkuat dengan data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) tahun 2017 terkait dengan

jumlah kendaraan bermotor di Indonesia

yang semakin meningkat setiap

tahunnya, kondisi tersebut merupakan

salah satu indikator dari meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di Indonesia

secara keseluruhan. Namun kondisi

tersebut tidak sebanding dengan

kapasitas ruas jalan yang ada sehingga

makin memperkuat bahwa Indonesia

membutuhkan percepatan infrastruktur

dalam hal ini sektor jalan tol.

Berdasarkan data yang diperoleh dari

BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa

rata-rata peningkatan terbesar adalah

untuk kendaraan sepeda motor dengan

jumlah 105.150.082 kendaraan dari total

kendaraan berjumlah 129.281.079

kendaraan, sedangkan untuk kendaraan

jenis mobil penumpang rata-rata

peningkatan jumlahnya adalah 9%

selama Tahun 2007 – 2016. Untuk mobil

barang peningkatan jumlahnya sebesar 6% dan yang

terkecil peningkatannya adalah untuk kendaraan jenis

mobil bus yaitu sebesar 4 % selama tahun 2007 –

2016. Dari sisi ekonomi hal ini merupakan hal yang

positif terutama untuk sektor industri otomotif

Indonesia karena demand untuk kendaraan masih

sangat tinggi dan masih akan berkembang, meskipun

Pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif

untuk kepemilikan kendaraan. Namun jika melihat dari

sektor infrastruktur jalan tol maupun non tol,

dibutuhkan pembangunan berkelanjutan agar tetap

memadai dengan meningkatnya jumlah kendaraan

yang ada.

Figure 5

Untuk meningkatkan peran pihak swasta dalam

pembangunan infrastruktur, maka Pemerintah

membuat suatu kebijakan yaitu Skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hal ini

sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang

harus ditunjang dengan menggerakan sektor rill dan

pertumbuhan sektor strategis lainnya, maka

diperlukan percepatan dalam pembangunan

infrastruktur. Namun kendala utama dari percepatan

pembangunan infrastruktur tersebut adalah

dibutuhkan biaya investasi yang sangat besar,

dengan terbatasnya dana dari Pemerintah sehingga

muncul financial gap untuk infrastruktur. Hal

tersebut dapat diminimalisir dengan peran aktif

pihak swasta melalui Skema KPBU.
Figure 6Sumber : BPJT, 2018

Sumber : BPS, 2017
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Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha diinisiasi oleh Pemerintah melalui

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015

(Perpres KPBU), dimana didefinisikan

kerja sama antara Pemerintah dan Badan

Usaha dalam penyediaan infrastruktur

untuk kepentingan umum dengan

mengacu pada spesifikasi yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung

Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang

sebagian atau seluruhnya menggunakan

sumber daya Badan Usaha dengan

memperhatikan pembagian risiko antara

para pihak. Dengan adanya pembagian

risiko pihak swasta dan Pemerintah, hal ini

dapat menjadi daya tarik bagi pihak swasta

untuk berinvestasi pada bidang

infrastruktur. Sumber : BPJT, 2018 Figure 7

Dengan skema KPBU keterlibatan pihak

swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak

hanya memberikan manfaat dari sisi

penyediaan pendanaan, tapi juga mampu

mendorong terwujudnya tata kelola

pelaksanaan proyek yang baik, efektif dan

efisien. Manfaat skema KPBU yang lainnya

adalah; transfer of knowledge, project delivery,

risk sharing, dan potensi investasi. Untuk pihak

swasta atau investor Pemerintah memberikan

berbagai fasilitas untuk meningkatkan minat

pihak swasta diantaranya dengan memberikan

dukungan pada proyek infrastruktur, berupa

dukungan konstruksi yang bertujuan untuk

meningkatkan nilai kelayakan dari proyek

tersebut, pembiayaan melalui PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) (PT SMI), penjaminan

melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia

(Persero) (PT PII) serta dukungan pengadaanFigure 8Sumber : BPJT, 2018
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Skema KPBU Pada Sektor Jalan Tol

lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 38 Tahun

2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan infrastruktur.

Sumber : BPJT, 2018

Figure 9 adalah kerangka kebijakan skema KPBU yang digunakan untuk sektor jalan tol di

Indonesia. Dimana sebelum menentukan jenis skema KPBU yang digunakan, harus di lakukan

indentifikasi proyek dari sisi kelayakan (ekonomi dan finansial).

• Skema build, operate and transfer (BOT); skema ini dipilih jika suatu proyek jalan tol dinilai

layak secara ekonomi dan finansial, untuk skema ini tidak memerlukan dukungan dari

Pemerintah sehingga biaya pengadaan lahan dan konstruksi menjadi tanggung jawab Badan

Usaha Jalan Tol (BUJT).

• Skema supported, build, operate and transfer (SBOT); skema ini di pilih untuk proyek yang

layak secara ekonomi tapi secara finansial marginal, maka proyek tersebut membutuhkan

dukungan dari Pemerintah berupa dukungan konstruksi sebagian, hal ini bertujuan untuk

meningkatkan nilai kelayakan proyek secara finansial.

• Skema performance based annuity scheme (PBAS); skema ini dipilih jika proyek layak

secara ekonomi namun tidak layak secara finansial namun masih menarik minat sektor swasta

untuk berinvesatsi atau yang lebh dikenal dengan skema Availibility payment (AP), dalam

skema ini BUJT melaksanakan konstruksi hingga jalan tol tersebut beroperasi dan sudah dapat

memberikan layanannya, maka Pemerintah mengganti atas biaya konstruksi yang dikeluarkan

oleh BUJT dengan jangka waktu sesuai dengan yang disepakati pada awal perjanjian.

• Skema penugasan BUMN; skema ini dipilih jika proyek tidak layak secara finansial dan skala

proyek kurang menarik pihak swasta namun proyek tersebut diperlukan untuk pengembangan

wilayah, seperti contoh pengusahaan jalan tol Trans Sumatera yang ditugaskan kepada PT

Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan

Pembangunan Jalan Tol di Trans Sumatera.

Figure 9
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Dukungan Pemerintah Pada Skema KPBU

Sumber : BPJT, 2018

Salah satu dari dukungan Pemerintah pada

Skema KPBU salah satunya adalah

Penjaminan melalui PT Penjaminan

Infrastruktur (Persero) (PT PII) yang dimulai

pada Tahun 2015 pada ruas jalan tol

Semarang – Batang, Pandaan – Malang,

Manado – Bitung, Balikpapan – Samarinda.

Penjaminan yang dapat diberikan oleh PT

PII antara lain; risiko biaya tanah, risiko

periode ramp up, risiko terminasi, risiko

penyesuaian tarif, risiko politik dan risiko

pengadaan lahan. Tujuan dari pemberian

fasilitas ini bertujuan untuk memberikan

jaminan jika risiko tersebut terjadi dan

kepastian pembagian alokasi risiko yang

adil antara Pemerintah dan pihak swasta,
Figure 10

Menurut KPPIP (2017), berdasarkan pengalaman dan fasilitasi dan pendampingan pembangunan

infrastruktur yang di lakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),

terutama yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan proyek prioritas, terdapat 3 isu

besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Pertama,

persoalan pembebasan lahan. Isu pembebasan lahan hingga kini masih menjadi faktor

penghambat terbesar dalam pembangunan infrastruktur, menyumbang sebesar 30% dari seluruh

masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan pembebasan lahan banyak ditemukan di berbagai

proyek infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam

pembangunan. Jika masalah pembebasan lahan belum selesai, maka tahap pembangunan

berikutnya tidak dapat berjalan. Persoalan yang muncul dalam pembebasan lahan meliputi

kurangnya alokasi dana pembebasan lahan dan lambatnya proses pengadaan lahan. Masalah

kedua yang menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah soal perencanaan

dan penyiapan proyek. Ini menempati urutan kedua yang berkontribusi sebesar 27% dalam

masalah pembangunan infrastruktur. Persoalan dalam perencanaan dan penyiapan proyek ini

terkait dengan masalah koordinasi antar stakeholder proyek dan kualitas dokumen proyek. Ketiga,

masalah pendanaan berkontribusi sebesar 25% dari seluruh masalah infrastruktur. Dalam hal

skema pendanaan ini terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah yaitu APBN, BUMN, baik atas

inisiatif korporasi maupun penugasan dari pemerintah, swasta, dan terakhir skema pendanaan

Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

mitigasi risiko yang terukur, serta memberikan kenyamanan kepada pihak financier dalam

mendukung pembiayaan proyek sehingga dapat mengurangi cost of fund. Tujuan lainnya dari

penjaminan ini adalah transparansi dalam hal meningkatkan kredibilitas proyek bagi badan usaha

sehingga dapat meningkatkan kompetisi lelang yang adil dan memberikan hasil yang optimal

untuk proyek. Proses penjaminan dari PT PII dapat diverifikasi sehingga memastikan akuntabilitas
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Proses Pengusahaan Jalan Tol

proyek. Kriteria Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bisa di jamin PT

PII adalah:

• Penyediaan proyek KPBU di lakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38/2015, melalui

proses lelang untuk memilih badan usaha, dimana proyek tersebut memenuhi kriteria

kelayakan sebagaimana tercakup dalam dokumen studi kelayakan yang di lakukan oleh tenaga

ahli yang independen.

• Kriteria kelayakan mencakup aspek teknis, ekonomi dan keuangan, serta memenuhi ketentuan

lingkungan dan sosial. Selain itu proyek harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan

terdapat ketentuan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam

Perjanjian Kerjasama.

Figure 11 menggambarkan alur atau proses

KPBU pada sektor jalan tol, dimana proyek

terdiri dari 2 jenis yaitu; Proyek Solicoted

(Proyek program Pemerintah / yang di

prakarsai oleh Pemerintah) dan Proyek

Unsolicited (Proyek yang prakarsa diprakarsai

oleh Badan Usaha). Untuk Proyek Unsolicited,

dibutuhkan tahapan tersendiri untuk dapat di

lelangkan. Tahapan diawali dengan Badan

Usaha Pemrakarsa mengajukan surat

permohonan prakarsa kepada Menteri PUPR

serta melampirkan dokumen penunjang

seperti laporan keuangan dan Pra Feasibility

Study (Pra FS), dan akan di lakukan evaluasi,

untuk evaluasi terkait Jaringan Jalan dan

Basic Design yang di lakukan oleh Direktorat

Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga), dan

untuk evaluasi terkait kemampuan keuangan,

kelayakan finansial, hukum dan

kelembagaan serta pembagian risiko akan di

lakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol

(BPJT). Jika semua terpenuhi, maka

Sumber : BPJT, 2018

Figure 11
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Proses Pengusahaan Jalan Tol

Dijten Bina Marga akan mengajukan Surat Izin

Prinsip kepada Menteri PUPR, jika sudah

disetujui Menteri PUPR, Badan Usaha

diberikan selambat-lambatnya 1 tahun untuk

memenuhi dokumen terkait Feasibility Study,

Basic Design, dan KA Amdal. Jika badan

usaha sudah memenuhi semua dokumennya,

maka akan di lakukan evaluasi kembali oleh

Ditjen Bina Marga dan BPJT, terkait teknis dan

Kelayakan secara finansialnya. Jika sudah

terpenuhi maka Ditjen Bina Marga akan

mengajukan Surat Izin Prakarsa kepada

Menteri PUPR, setelah izin prakarsa disetujui

oleh Menteri PUPR, maka Ditjen Bina Marga

akan segera menyampaikan Surat Tentang

Permohonan Penetapan Lokasi Kepada

Gubernur dimana jalan tol yang di prakarsai

akan dibangun. Bersamaan dengan

disampaikannya Surat Penetapan Lokasi

tersebut, BPJT akan melaksanakan

Pelelangan Jalan Tol tersebut. Ketentuan

terkait KBPU Prakarsa Badan Usaha diatur

dalam;

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

Pasal 14 ayat 13 :

a. Terintegrasi secara teknis dengan

Rencana Induk pada sektor yang

bersangkutan;

b. Layak secara ekonomi dan finansial; dan

c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa

memiliki kemampuan keuangan yang

memadai untuk membiayai pelaksanaan

Penyediaan Infrastruktur.

Setelah izin prakarsa disetujui oleh Menteri

dan masuk ke tahap pelelangan, Badan

Usaha Pemrakarsa diberikan Hak Right To

Match, atau hak untuk menyamakan

penawaran harga, jika peserta lelang lain

menawar dengan tarif yang lebih rendah dari

pemrakarsa. Setelah proses pelelangan dan

sudah didapatkan pemenangnya, maka

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tersebut

harus memfinalkan Detail Engineering Design

dan mulai melakukan konstruksi setelah

ketersediaan lahan sebesar 75%, atau

setelah kondisi sudah memungkinkan untuk

berkonstruksi dan harus melalui persetujuan

BPJT. Selanjutnya setelah terbangunnya

jalan tol tersebut sebelum beroperasi BPJT

bersama Ditjen Bina Marga akan melakukan

uji laik fungsi untuk memastikan jalan tol

tersebut siap untuk dioperasikan. Setelah

dinilai layak untuk beroperasi ruas jalan tol

tersebut akan diberlakukan dengan tarif yang

sudah ditentukan dan di setujui oleh Menteri

PUPR. Setelah masuk pada tahap operasi,

maka setiap BUJT harus memastikan bahwa

ruas jalan tol tersebut sudah sesuai dan

memenuhi Standar Pelayanan Minimum

(SPM) Sesuai dengan PERMEN PU NO.

16/PRT/M/2014.

Sumber : BPJT, 2018 Figure 12
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Realisasi Jalan Tol Operasi 2015 - 2019 di Indonesia

Dengan adanya Skema KPBU diharapkan

percepatan atas pembangunan infrastruktur

dapat terealiasi. Untuk sektor jalan tol realisasi

tol operasi sejak tahun 2015 hingga bulan Juli

2018 adalah sepanjang 443 km, dengan

rincian jalan tol Trans Jawa terbangun dan

beroperasi sepanjang 324,36 km, jalan tol Non

Trans Jawa sepanjang 23,75 km, jalan tol

Jabodetabek sepajang 21,8 km, dan jalan tol

Trans Sumatera sepanjang 73,9 km.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR

memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2015

– 2019 menargetkan jalan tol yang terbangun

dan beroperasi sepanjang 1.060 km di seluruh

Indonesia, namun pada awal tahun 2017

Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) melakukan

review terhadap target tersebut dan di

targetkan jalan tol yang terbangun dan

beroperasi pada akhir tahun 2019 adalah

sepanjang 1.852 km diseluruh wilayah

Indonesia.

Dari capaian/realisasi pembangunan jalan tol

di Indonesia masih didominasi oleh jalan tol

yang ada di Pulau Jawa, yaitu 324,36 km,

dikarenakan populasi dan traffic di Pulau

Jawa yang lebih tinggi dari pulau lainnya, dan

pembangunan jalan tol ini rencananya

menghubungkan ujung barat Pulau Jawa

hingga ujung timur Pulau Jawa dengan target

pada akhir Tahun 2018 jalan tol tersebut akan

terhubung, melihat dari target tersebut dan

reasisasi hingga bulan Juli 2018, masih

terdapat gap sepanjang 1.409 km.

Pemerintah melalui BPJT terus

mengupayakan percepatan-percepatan agar

target di akhir tahun 2019 dapat tercapai,

dengan melakukan monitoring secara rutin

dan mengupayakan penyelesaian

permasalahan-permasalahan dilapangan

yang menghambat, dimana permasalahan

pengadaan lahan menjadi tantangan utama

pada pembangunan infrastruktur jalan tol ini.

Sumber : BPJT, 2018 Figure 13
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Tahapan Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia

Firgure 14 menggambarkan terkait

pembangunan infrastruktur sektor

jalan tol, dimana sejak tahun 2015

sampai dengan 2018 terus mengalami

peningkatan berdasarkan pada ruas

jalan tol yang sudah memiliki

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

(PPJT). Perjanjian tersebut berisi hak

dan kewajiban dari BUJT terkait

dengan pengusahaan jalan tol,

Sumber : BPJT, 2018 Figure 14

dan harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada PPJT tersebut. Pada tahun 2015 terdapat 30

ruas jalan tol yang sudah memiliki PPJT, 10 ruas jalan tol di Trans Jawa, 5 ruas jalan tol di Non

Trans Jawa, 10 ruas jalan tol di Jabodetabek dan 5 Ruas jalan tol di Sumatera, Sulawesi dan

Kalimantan. Dan meningkat sebanyak 18 ruas jalan tol pada tahun 2018 menjadi 48 ruas jalan tol

yang sudah memiliki PPJT, dimana Trans jawa 12 ruas, Non Trans Jawa 9 ruas, jabodetabek 14

ruas, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan 13 ruas. Dengan adanya isu percepatan pembangunan

infrastruktur sektor jalan tol, diharapkan semakin bertambahnya ruas jalan tol yang segera di

lelangkan yang selanjutnya masuk pada tahap pengadaan lahan dan konstruksi. .

Setelah menandatangani PPJT Badan

Usaha Jalan Tol harus menyelesaikan

proses pengadaan lahan meskipun

jika suatu ruas jalan tol merupakan

bagian dari Proyek Strategis Nasional

(PSN) maka biaya atas lahan menjadi

tanggung jawab Pemerintah, namun

dengan segala keterbatasannya,

Badan Usaha diharapkan mampu

untuk membiayai atas pengadaan

lahan tersebut yang kemudian akan

diganti oleh Pemerintah melalui
Sumber : BPJT, 2018

Figure 15

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), atau yang lebih dikenal dengan istilah dana talangan

tanah. Hal ini diupayakan untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol, sehingga BUJT

tidak perlu menunggu Pemerintah menyelesaikan kewajibannya atas pengadaan lahan. Hingga

tahun 2018 terdapat 7 ruas jalan tol yang masuk pada tahap atau proses pengadaan lahan
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Tahapan Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia

Dalam upaya percepatan pengusahaan

jalan tol di Indonesia, pada umumnya

pelaksanaan konstruksi ruas jalan tol di

lakukan bersamaan dengan pembebasan

lahan untuk meningkatkan efektivitas

sehingga terbangun dan beroperasinya

suatu ruas jalan tol akan sesuai jadwal

yang di tetapkan pada Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Pelaksanaan konstruksi di lakukan setelah

adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

yang dikeluarkan oleh BPJT dan pada
Sumber : BPJT, 2018

Figure 16

pelaksanaannya harus memenuhi semua aspek yang telah disepakati pada PPJT mencakup,

trase, design dan spesifikasi teknis, serta jadwal pelaksaannya hingga ruas jalan tol tersebut siap

dan layak untuk dioperasikan. Sampai dengan pertengahan tahun 2018 ini proges konstruksi jalan

tol di Indonesia adalah 36 ruas jalan tol sepanjang 1.584 km, dimana untuk Trans Jawa 8 ruas

sepanjang 353 km, Non Trans Jawa 5 ruas sepanjang 198 km, Jabodetabek 13 ruas sepanjang

282 km, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 10 ruas sepanjang 751 km. BPJT menargetkan untuk

ruas jalan tol Trans Jawa (Merak sampai dengan Banyuwangi) pada akhir tahun 2018 akan

sepanjang 758 km, Trans Jawa 1 Ruas 172 km, Non Trans Jawa 2 Ruas 102 km, Jabodetabek 1

ruas 64 km, Sumatera 3 ruas 420 km. Namun saat ini isu terkait pengadaan lahan menjadi

tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur, dan menjadi penyebab terlambatnya

konstruksi dan beroperasi nya suatu ruas jalan tol, pada umumnya ketersediaan lahan bebas

harus mencapai 75% untuk dapat melakukan konstruksi, namun kini ada upaya untuk mengurangi

dan mencegah masalah keterlambatan konstruksi yang dikarenakan terlambatnya proses

pengadaan lahan. Upaya tersebut adalah jika sudah memungkinkan untuk di lakukan konstruksi

meskipun lahan bebas belum mencapai 75%, maka BUJT atas persetujuan BPJT dapat

melakukan konstruksi dilahan yang sudah bebas. Permasalahan yang muncul dalam pembebasan

lahan diantaranya kurangnya alokasi dana untuk pembebasan lahan, lambatnya proses

pengadaan lahan karena adanya gugatan dari pemilik lahan, lahan sengketa, tempat pemakaman

umum (TPU), tempat peribadahan dan tanah wakaf yang membutuhkan waktu lebih lama untuk

dapat melakukan proses pembebasan lahan, serta terlambatnya proses penggantian dana

talangan tanah BUJT yang dibayarkan LMAN yang menyebabkan kurangnya ketersediaan biaya

konstruksi dari BUJT. Tantangan dalam pengadaan lahan ini menjadi sorotan berbagai pihak.

Pemerintah melalui BPJT terus mengupayakan langkah – langkah untuk meminimalisir

permasalahan terkait pengadaan lahan dengan berkoordiansi dengan Kementerian dan Lembaga

terkait.
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Peran dan Kontribusi PT SMI (Persero) Dalam Pembangunan Jalan Tol 

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) berperan aktif dalam percepatan pembangunan

infrastruktur di Indonesia, salah satunya adalah sektor jalan tol, PT. SMI memberikan dukungan

pembiayaan investasi kepada Beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pembiayaan berupa,

pinjaman maupun penyertaan modal. Dengan keunggulan produk PT SMI diantaranya adalah

memberikan tenor jangka Panjang (sampai dengan 25 Tahun), Suku bunga yang kompetitif,

Produk pembiayaan yang inovatif, Skema pembiayaan yang fleksibel, dan memberikan Multiplier

effect yang besar. Sampai dengan Tahun 2018 PT SMI telah berkontribusi pada 19 ruas jalan tol

di Indonesia dengan komitmen senilai Rp 14,08 Triliun.

terhubung hingga Surabaya sepanjang 1.150 km. Untuk memastikan bahwa pengerjaan

konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, maka pihak dari BPJT akan

selalu melakukan monitoring untuk memantau pelaksanaan konstruksi tersebut serta memastikan

agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai target dan jadwal yang ditelah ditentukan. Serta adanya

monitong dari konsultan Penjamin Mutu Independen (PMI) untuk memastikan kembali spesifikasi

teknis dan kualitas dari pelaksanaan konstruksi jalan tol. Tantangan dan hambatan yang sering

terjadi pada tahap konstruksi jalan tol adalah keterlambatan konstruksi yang diakibatkan

terlambatnya pengadaan lahan bebas pada ruas jalan tol, dan faktor cuaca yang terkadang tidak

dapat diprediksi seperti musim hujan yang panjang merupakan tantangan yang harus dihadapi

pada pelaksanaan konstruksi saat ini.
Figure 16
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Rencana Pengusahaan Jalan Tol Selanjutnya

Tahun 2018 - 2019 Pemerintah

melalui BPJT Kementerian PUPR,

akan segera melelangkan 12 ruas

jalan tol, 3 ruas jalan tol yang di

prakarsai oleh Pemerintah

diantaranya jalan tol Serang –

Panimbang, Semarang – Demak

dan Yogyakarta – Bawen. Dan

untuk 9 ruas jalan tol lainnya

merupakan ruas yang di prakarsai

oleh pihak swasta. Ruas jalan tol

yang akan di lelangkan dalam waktu

dekat ini berjumlah 6 ruas yaitu

jalan tol Semarang – Demak,

Semanan – Balaraja, Kamal –

Teluknaga – Rajeg, Akses

pelabuhan Patimban,
Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, dan Jembatan Balikpapan – Penajam Paser Utara. Keenam

ruas jalan tol tersebut sudah di lakukan market consultation, untuk menarik minat para pihak

swasta atau investor. Besarnya peluang untuk pihak swasta berinvestasi pada infrastruktur jalan

tol, dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, kedepannya akan semakin

bertambah ruas ruas yang akan dilelangkan.

Figure 16Sumber : BPJT, 2018
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Disclaimer

All information presented were taken from multiple sources and considered as true by the time

they were written to the knowledge of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) can not be held responsible from any inacuracy contained in the material.

Any complaint can be submitted to:

Corporate Secretary PT SMI

Tel : +62 21 8082 5288

Fax : +62 21 8082 5258

Email : corporatesecretary@ptsmi.co.id

Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential and handled by a special

committee to ensure that complaints are addressed appropriately.

https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133
http://www.iigf.co.id/en/
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